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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan kepatuhan pajak bagi pelaku UMKM yang 

merasakan keadilan pajak UMKM dan manfaat pajak atau yang tidak merasakan. Desain penelitian 

ini adalah eksperimental 2 x 2 desain antarsubjek yang mengasilkan empat sel. Faktor-faktor 

penelitian ini yaitu keadilan pajak UMKM (merasakan keadilan pajak UMKM dan tidak merasakan 

keadilan pajak UMKM) dan manfaat pajak (merasakan manfaat pajak dan tidak merasakan manfaat 

pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan kepatuhan pajak dipengaruhi oleh 

level keadilan pajak dan level manfaat pajak yang dirasakan oleh pelaku UMKM. Selain itu, hasil 

interaksi menunjukkan bahwa kondisi partisipan merasakan keadilan pajak UMKM dan merasakan 

manfaat pajak akan menimbulkan derajat kepatuhan yang tinggi dilihat dari rata-rata kepatuhan 

pajak. 

Kata kunci: : Keadilan Pajak UMKM, Manfaat Pajak, Kepatuhan Pajak, Teori Psikologi Fiskal 

Abstract 

This study aims to test whether there are differences in tax compliance for Micro, Small and Medium 

Enterprises (MSMEs) who feel the tax justice of MSMEs and tax benefits or who do not. The research 

design was an experimental 2 x 2 inter-subject design that resulted in four cells. The factors of this 

research are tax justice of MSMEs (feeling tax justice of MSMEs and not feeling tax justice of MSMEs) 

and tax benefits (feeling tax benefits and not feeling tax benefits). The results of this study indicate 

that there are differences in tax compliance influenced by the level of tax justice and the level of tax 

benefits felt by MSME actors. In addition, the results of the interaction show that the condition of the 

participants to feel the tax justice of MSMEs and to feel the benefits of taxes will cause a high degree 

of compliance seen from the average tax compliance. 

Keywords:Tax justice of MSMEs, Tax Benefit, Tax Compliance, Psychology Fiscal Theory 

 

1. Pendahuluan 

Menurut data Direktorat Dirjen Pajak (DJP) tingkat kepatuhan pajak di Indonesia di 

akhir tahun 2019 tidak mencapai target. Hal tersebut dibuktikan dengan kepatuhan pajak 

Indonesia pada akhir tahun 2019 sebesar 72,92% yang masih di bawah  target yang diharapkan 

yaitu  sebesar 80%. Selain itu, kepatuhan pajak Indonesia yang rendah juga dibuktikan dengan 
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rendahnya tax ratio Indonesia sebesar 11,5% dibandingkan dengan rata-rata negara 

berkembang di kawasan Asia pasifik sebesar 34,2%.  

Berdasarkan malasah kepatuhan pajak tersebut dirjen pajak sedang mengusahakan 

peningkatan kepatuhan pajak. Salah satu wajib pajak yang dapat memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan perpajakan yaitu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang banyak 

berkembang di Indonesia namun tidak diimbangi dalam membayar kewajiban perpajakannya. 

Sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak maka dikeluarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang diberlakukannya tarif  PPh Final 0,5% yang 

ditujukan kepada Wajib Pajak pribadi dan badan yang memiliki penghasilan dengan omzet 

usaha dibawah 4,8 miliar dalam satu tahun. 

Keadilan pajak atas PP 23 tahun 2018 menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhiuntuk meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM. Menurut Aktas Guzel, 

Ozer, and Ozcan (2018) salah satu faktor psikologis terpenting yang terkait dengan kepatuhan 

pajak adalah keadilan pajak. Wajib pajak cenderung tidak patuh dalam membayar pajak jika 

merasa sistem pajak tidak adil, begitupun sebaliknya. Dasar pengenaan pajak PP No. 23 tahun 

2018 adalah peredaran pajak bruto yang dinilai tidak mencerminkan keadilan pajak karena 

tidak sesuai dengan kemampuan membayar (Tambunan, 2013). Menurut Syahdan and Rani 

(2014) pengenaan tarif final bagi UMKM berdasarkan omzet bermaksud untuk tujuan 

penyederhanaan, namun bagi UMKM yang memiliki laba relatif kecil aturan tersebut dirasa 

memberatkan.   

Indikator keadilan pajak sesuai dengan prinsip keadilan pajak yang memuat keadilan 

pajak vertikal maupun horizontal (Parwito, 2006). Indikator keadilan pajak yaitu (1) wajib 

pajak merasakan beban yang ditanggung sesuai dengan kemampuan ekonominya; (2) Wajib 

pajak merasakan beban pajak yang ditanggung sama dengan wajib pajak lain dengan kondisi 

ekonomi yang sama.Peningkatan keadilan yang sesuai diharapkan dapat meningkatkan 

motivasi untuk membayar pajak kepada wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan dalam 

bidang perpajakan (Sentanu & Budiartha, 2019). 

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat atau wajib pajak juga perlu 

mengetahui manfaat pajak. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

pengalokasian pajak dibagi menjadi dua yaitu alokasi pemerintah pusat dan alokasi pemerintah 

daerah. Alokasi pemerintah pusat yaitu pelayanan umum, pertahanan, ekonomi, kesehatan, 

pariwisata, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan alokasi pemerintah daerah yaitu dana alokasi 

umum, dana bagi hasil, dana desa, dan lain-lain (Syukri & Didiharyono, 2018). Menurut Ferrari 

and Randisi (2013) Persepsi atas manfaat pajak merupakan anggapan atau perasaan wajib pajak 

terhadap pemerintah tentang pemanfaatan dana pajak.  Ketidaktahuan wajib pajak mengenai 

belanja publik, antara lain mengenai realisasi dan dampaknya untuk wajib pajak, menempatkan 

rasa ketidakpercayaan.  

Teori psikologi fiskal dicetuskan oleh Schmolders tahun 1959. Yusdita et al. (2017) 

berpendapat bahwa tujuan teori ini yaitu menganalisis penolakan seorang wajib pajak terhadap 

pajak langsung berdasarkan mentalitas pajak yang dimiliki. Teori ini dikembangkan untuk 

menginvestigasi motivasi dan reaksi wajib pajak secara lebih mendalam dan sistematis.  

Psikologi fiskal berkaitan dengan faktor ekonomi dan psikologis yang mempengaruhi 

respon perilaku wajib pajak terhadap sistem perpajakan (Olsen et al., 2018). Menurut 

Hasseldine and Bebbington (1991), teori psikologi fiskal menekankan bahwa tidak adanya 
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keuntungan nyata dari manfaat membayar pajak menjadi penyebab hilangnya motivasi wajib 

pajak untuk membayar pajak. Teori psikologi fiscal mengisyaratkan bahwa untuk 

meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela, maka warga harus mendapatkan bukti secara 

riil bahwa pajak yang dibayarkan ada bukti yang dapat dirasakan oleh warga negara 

(Darmayasa et al., 2016).  

Pendekatan psikologi fiskal menekankan pentingnya kebijakan positif yang 

dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kolaborasi antara wajib pajak dan 

pemerintah. Dengan kata lain, dalam Teori Psikologi Fiskal, penegakan pajak dipandang 

sebagai krisis perilaku yang dapat diperbaiki dengan kerjasama wajib pajak dengan pemerintah 

(Damayanti et al., 2015). Menurut Feld and Frey (2011), persepsi wajib pajak terhadap 

pemerintah penting karena hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak merupakan kontrak 

yang melibatkan interaksi kompleks antara wajib pajak dan pemerintah dalam menjalin 

hubungan timbal balik yang adil. Jika pajak yang dibayarkan dan layanan publik yang 

disediakan oleh pemerintah dianggap adil oleh wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk 

mematuhi undang-undang perpajakan dan ini memiliki efek positif (Damayanti et al., 2015). 

Persepsi wajib pajak terhadap sistem pajak yang diciptakan pemerintah merupakan salah satu 

hubungan yang diangkat oleh psikologi fiskal. 

Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas keadilan pajak (Berutu and Harto 

2012; Pratami, Sulindawati, and Wahyuni 2017; Syahdan and Rani 2014) dan manfaat pajak 

(Darmayasa et al., 2016; Fitriah et al., 2019; Masruroh & Zulaikha, 2013) terhadap kepatuhan 

pajak secara terpisah. Penelitian sebelumnya juga lebih banyak menggunakan penelitan survei 

(Guzel et al., 2018; Masruroh & Zulaikha, 2013; Yusdita et al., 2017) dan studi literatur 

(Endrianto, 2015; Syahdan & Rani, 2014). Sedangkan penelitian ini mencoba 

menginteraksikan keadilan pajak UMKM, manfaat pajak dan kepatuhan pajak dengan desain 

penelitian eksperimental. 

Penelitian ini memberi kontribusi secara teoritis dalam menambah riset empiris dalam 

pengujian teori psikologi fiscal dan menambah penelitian tentang akuntansi perilaku. Secara 

praktik, manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi  dan pertimbangan kepada 

pemerintah khususnya DJP untuk mencermati keadilan pajak PP 23 tahun 2018 dan manfaat 

pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak. 

 

2. Metodologi 
Rancangan Penelitian 

Tabel 1. Matriks Eksperimen 

 Manfaat Pajak 

Merasakan Tidak Merasakan 

Keadilan Pajak 

UMKM 

Merasakan Sel 1 Sel 2 

Tidak merasakan Sel 3 Sel 4 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental 2 x 2 desain antarsubjek. Faktor-

faktor dari penelitian ini adalah keadilan pajak UMKM (merasakan keadilan pajak UMKM dan 

tidak merasakan keadilan pajak UMKM) dan manfaat pajak (merasakan manfaat pajak dan 

tidak merasakan manfaat pajak). Variabel independen dalam penelitian ini adalah keadilan 

pajak UMKM dan manfaat pajak, sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan pajak. 



JEMMA, Volume 4 Nomor 2, September 2021 |161 
 

Tabel 2. Indikator Penelitian 

Variabel Indikator 

Keadilan Pajak 1) Beban pajak yang dikenakan sesuai dengan 

kemampuan membayar. 

2) Kewajaran atas pajak yang dibayarkan dengan 

membandingkan pelaku UMKM lain yang 

memiliki kekayaan yang lebih besar. 

3) Kewajaran yang dirasakan pelaku UMKM jika 

dibandingkan dengan pelaku UMKM lain dengan 

kekayaan yang sama. 

Manfaat Pajak 1) Pemanfaatan pajak yang dibayarkan 

Kepatuhan Pajak 1) Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 

2) membayar pajak tepat waktu 

3) membayar pajak sejumlah beban yang 

seharusnya 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa fakultas ekonomi, Universitas Kristen 

Indonesia Toraja. Kriteria menjadi subjek adalah yang sedang mengambil matakuliah 

perpajakan karena mahasiswa tersebut telah atau sedang mempelajari ketentuan, aturan dan 

tata cara perpajakan seperti peraturan pajak UMKM (PP No.23 Tahun 2018) dan manfaat 

pajak. Mahasiswa diminta berperan sebagai pelaku UMKM yang memberikan evaluasi 

terhadap kepatuhan pajak berdasarkan situasi yang diberikan. 

Tugas dan Prosedur Eksperimen 

 Media yang digunakan dalam pelaksanaan eksperimen ini adalah kertas dan pena. 

Sebelum memulai eksperimen yang sesungguhnya, akan diadakan pilot tes untuk mengecek 

apakah instrumen bisa digunakan dalam penelitian sesungguhnya. Jika hasil pilot tes 

dinyatakan layak untuk digunakan, modul-modul tersebut akan dibagi kepada subjek secara 

random di dalam ruangan. Modul dalam penelitian ini terdiri dari empat macam modul yang 

berisi pernyataan-pernyataan yang membuat subjek: (1) merasakan keadilan pajak UMKM dan 

merasakan manfaat pajak; (2) merasakan keadilan pajak UMKM dan tidak merasakan manfaat 

pajak; (3) tidak merasakan keadilan pajak UMKM dan merasakan manfaat pajak; (4) tidak 

merasakan keadilan pajak UMKM dan tidak merasakan manfaat pajak. 

 Langkah pertama dalam pengisian modul adalah subjek akan diminta mengisi usia, 

jenis kelamin, dan indeks prestasi kumulatif (IPK). Selanjutnya subyek akan diminta membaca 

dan memahami informasi kondisi dan peran sebagai wajib pajak UMKM dan mengecek 

manipulasi atas peran yang diberikan selanjutnya. Setelah itu, subyek akan diberikan narasi-

narasi berisi pernyataan sesuai modul yang didapatkan untuk memanipulasi kondisi keadilan 

pajak UMKM (merasakan keadilan atau tidak merasakan keadilan). Kemudian subjek akan 

mengisi skor penilaian (10 sampai dengan 100) untuk mengecek apakah manipulasi telah 

diterima dengan baik atau belum. Semakin tinggi skor yang diisi berarti menunjukkan semakin 

merasakan keadilan pajak UMKM. 
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 Selain narasi tentang keadilan pajak UMKM, subyek juga akan diberikan narasi untuk 

memanipulasi kondisi manfaat pajak (merasakan manfaat pajak dan tidak merasakan manfaat 

pajak) namun sebelum itu akan ditunjukkan video tentang manfaat pajak. Kemudian alan 

dilakukan pengecekan maipulasi dengan mengisi skor penilaian (10 sampai dengan 100) yang 

menunjukkan semakin tinggi skor yang diisi berarti semakin merasakan manfaat pajak. 

Kemudian subjek akan diminta kembali memberikan skor penilaian (10 sampai dengan 100) 

mengenai keputusan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM beradasarkan kondisi-kondisi 

sebelumnya. Tahap akhir yang akan dilakukan adalah melakukan debriefing. Debriefing 

bertujuan untuk mengembalikan subjek pada kondisi semula dan memberikan penjelasan 

kepada subjek atas situasi yang diberikan. 

Teknik Analisis 

 Teknik analisis diawali dengan melakukan pengujian pengecekan manipulasi atas peran 

untuk mendapatkan instrumen subyek yang lolos. Kemudian dilakukan penyajian statistik 

deskriptif subyek serta melakukan uji efektivitas randomisasi dengan one-way anova. Setelah 

itu akan dilakukan uji hipotesis dengan independent t-test untuk menguji hipotesis kedua dan 

two-way anova untuk menguji hipotesis ketiga. Tahap akhir akan dilakukan analisis tambahan 

dengan menguji interaksi berdasarkan sel. Pengujian interaksi akan dilakukan dengan two-way 

anova dan rata-rata skor kepatuhan pajak. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Karakteristik Demografi Partisipan 

Setelah melakukan pilot tes sebanyak dua kali untuk memastikan efektivitas manipulasi 

sudah diterima baik oleh partisipan, selanjutnya dilakukan pengambilan data untuk diuji. Data 

yang terkumpul sebanyak 112 namun yang dinyatakan lolos uji prestasi untuk selanjutnya diuji 

adalah sebanyak 77. Deskripsi responden dapat dilihat dari demografi responden yang meliputi 

umur, jenis kelamin, dan IPK. Karakteristik responden tersebut akan dijelaskan lebih lanjut 

pada tabel. 

Tabel 3. Karakteristik Demografi Berdasarkan Umur 

Umur Jumlah Persentase 

19 6 7,8 % 

20 13 16,9 % 

21 22 28,6 % 

22 19 24,7 % 

23 10 13% 

24 6 7,8 % 

25 1 1,3 % 

Total 77 100 % 

Sumber: Data diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa responden yang memiliki umur 19 tahun sebanyak 

6 orang (7,8 %), umur 20 tahun sebanyak 13 orang (16,9 %), umur 21 tahun sebanyak 22 orang 
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(28,6 %), umur 22 tahun sebanyak 19 orang (24,7 %), umur 23 sebanyak 10 orang (13 %), 

umur 24 sebanyak  orang (7,8 %) umur 25 tahun sebanyak 1 orang (1,3 %). 

Tabel 4. Karakteristik Demografi Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-Laki 19 24,7 % 

Perempuan 58 75,3 % 

Total 77 100 % 

Sumber: Data diolah, 2021 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin  laki-laki 

sebanyak 19 orang (24,7 %), perempuan sebanyak 58 orang (75,3 %). 

Tabel 5. Karakteristik Demografi Berdasarkan Indeks Prestasi Akademik 

IPK Jumlah Persentase 

2,50 - 2,99 11 14,3 % 

3,00 – 3,50 50 64,9 % 

>3,50 16 20,8 % 

Total 77 100 % 

Sumber: Data diolah, 2021 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa responden yang memiliki IPK 2,50 – 2,99 

sebanyak 11 orang (14,3 %), 3,00 – 3,50 sebanyak 50 orang (64,9 %), > 3,50 sebanyak 16 

orang (20,8 %). 

Uji Randomisasi 

 Uji efektivitas randomisasi pada tabel menunjukkan bahwa ketiga karakteristik 

demografi terbukti efektif. Hal ini dibuktikan dengan ketiga karakteristik demografi yaitu 

umur, jenis kelamin dan IPK tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (kepatuhan pajak). 

Variabel umur, jenis kelamin dan IPK dengan tingkat signifikan 0,111; 0,918; dan 0,632 lebih 

dari 0,05. 

Tabel 6. Uji Efektivitas Randomisasi 

Variabel Kepatuhan Pajak (Sig) 

Umur 0,111 

Jenis Kelamin 0,918 

IPK 0,632 

Sumber: Data diolah, 2021 

Uji Manipulasi 

 Pengujian manipulasi dengan independent sample t-test atas keadilan pajak dan 

manfaat pajak dinyatakan berhasil. Keberhasilan manipulasi keadilan pajak dibuktikan dengan 

perbedaan signifikan dari antar grup yaitu grup yang merasakan keadilan pajak dan grup yang 

tidak merasakan keadilan pajak (sig. 0,001< 0,05). Keberhasilan manipulasi manfaat pajak juga 

ditunjukkan oleh perbedaan signifikan grup yang merasakan manfaat pajak dan grup yang tidak 

merasakan manfaat pajak (sig. 0,000 < 0,05). 
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Tabel 7. Pengujian Manipulasi  

Variabel Rata-rata Sig. 

Keadilan Pajak 

Merasakan Keadilan 69.7500 

.001 Tidak Merasakan 

Keadilan 

53.5135 

Manfaat Pajak 
Merasakan Manfaat 80.0000 

.000 
Tidak Merasakan Manfaat 38.0556 

Sumber: Data diolah, 2021 

Uji Hipotesis 

Pada penelitian ini akan membuktikan bagaimana kepatuhan wajib pajak dipengaruhi 

oleh keadilan pajak yang dirasakan oleh pelaku UMKM. Sesuai dengan hasil pengujian yang 

telah dilakukan dengan menggunakan independent sample t-test dengan signifikansi α =5% 

(sig 0.014 < 0.05), terbukti bahwa terdapat perbedaan antara tingkat kepatuhan pajak pada 

partisipan yang merasakan keadilan pajak dan yang tidak merasakan adanya keadilan pajak. 

Perbedaan yang signifikan ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak yang merasakan 

keadilan pajak lebih tinggi dibandingkan partisipan yang tidak merasakan adanya keadilan 

pajak UMKM. Hal ini dapat dilihat dari hasil skor rata-rata tingkat kepatuhan yang merasakan 

keadilan pajak sebesar 76,20 sedangkan yang tidak merasakan keadilan pajak sebesar 45,03. 

Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama penelitian ini diterima. 

 Pada penelitian ini, hipotesis kedua menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi 

oleh manfaat pajak yang dirasakan oleh pelaku UMKM dimana semakin tinggi manfaat pajak 

yang dirasakan maka kepatuhan pajak juga akan semakin tinggi. Sesuai hasil pengujian, maka 

hipotesis kedua ini diterima. Berdasarkan hasil pengujian dengan signifikansi α =5% (sig 0.018 

< 0.05),terbukti secara signifikan adanya perbedaan tingkat kepatuhan pajak pada partisipan 

yang merasakan manfaat pajak dengan partisipan yang tidak merasakan manfaat pajak. Hasil 

pengujian menunjukkan skor rata-rata tingkat kepatuhan pajak pada partisipan yang merasakan 

manfaat pajak sebesar 67,76, lebih tinggi dibandingkan skor rata-rata tingkat kepatuhan pajak 

pada partisipan yang tidak merasakan manfaat pajak sebesar 53,78. 

 Hasil interaksi (hipotesis 3) pada penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi partisipan 

merasakan keadilan pajak UMKM dan merasakan manfaat pajak akan menimbulkan derajat 

kepatuhan yang tinggi dilihat dari rata-rata kepatuhan pajak. Hal ini terbukti dengan tingkat 

rata-rata kepatuhan pajak merasakan keadilan pajak UMKM dan merasakan manfaat pajak 

paling tinggi yaitu sebesar 78,5 dengan tingkat signifikansi 0,000. 

Tabel 8. Pengujian Hipotesis 

Variabel 
Rata-rata 

Kepatuhan 
Sig. 

Hipotesis 1 

 Merasakan Keadilan 76.2000 

.000  Tidak Merasakan 

Keadilan 
45.0270 

Hipotesis 2 

 Merasakan Manfaat 67.7561 

.013  Tidak Merasakan 

Manfaat 
53.7778 
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Hipotesis 3 

 Merasakan Keadilan-

Merasakan Manfaat 
78.5000 

.000 

 Merasakan Keadilan-

Tidak Merasakan 

Manfaat 

73.9000 

 Tidak Merasakan 

Keadilan-Merasakan 

Manfaat 

57.5238 

 Tidak Merasakan 

Keadilan-Tidak 

Merasakan Manfaat 

28.6250 

Sumber: Data diolah, 2021 

Uji Interaksi 

Hasil interaksi menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara sel 1 yang merasakan 

keadilan pajak dan merasakan manfaaat pajak terhadap sel 3 tidak merasakan keadilan pajak 

dan merasakan manfaaat pajak dan sel 4 tidak merasakan keadilan pajak dan tidak merasakan 

manfaaat pajak. Namun tidak ada perbedaan yang signifikan yang ditunjukan anatara sel 1 yang 

merasakan keadilan pajak dan merasakan manfaaat pajak terhadap sel 2 merasakan keadilan 

pajak dan tidak merasakan manfaaat pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan memiliki 

peran besar dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak daripada manfaat pajak. 

Di sisi lain jika dilihat dari sel. 4 tidak merasakan keadilan pajak dan tidak merasakan 

manfaaat pajak terdapat perbedaan secara signifikan dengan ketiga sel lainnya. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa hanya merasakan salah satu atau kedua variabel yang diuji yaitu 

merasakan keadilan dan/atau merasakan manfaat pajak akan menghasilkan tingkat kepatuhan 

yang berbeda dengan yang tidak merasakan keduanya. 

Tabel 9. Hasil Uji Interaksi Antar Sel 

Interaksi Koefisien Sig. 

Sel 1. Merasakan Keadilan 

Pajak dan Merasakan Manfaaat 

Pajak 

Sel 2 4,6000 0,824 

Sel 3 20,9762* 0,001 

Sel 4 49,8750* 0,000 

Sel 2. Merasakan Keadilan 

Pajak dan Tidak Merasakan 

Manfaaat Pajak 

Sel 1 -4,6000 0,824 

Sel 3 16,3762* 0,014 

Sel 4 45,2750* 0,000 

Sel 3. Tidak Merasakan 

Keadilan Pajak dan Merasakan 

Manfaaat Pajak 

Sel 1 -20,9762* 0,001 

Sel 2 -16,3762* 0,014 

Sel 4 28,8988* 0,000 

Sel 4. Tidak Merasakan 

Keadilan Pajak dan Tidak 

Merasakan Manfaaat Pajak 

Sel 1 -49,8750* 0,000 

Sel 2 -45,2750* 0,000 

Sel 3 -28,8988* 0,000 
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Pembahasan 

Berdasarkan hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu terdapat perbedaan 

kepatuhan pajak dipengaruhi oleh keadilan pajak yang dirasakan oleh pelaku UMKM. 

Partisipan merasakan keadilan pajak memiliki kepatuhan pajak lebih tinggi dibandingkan 

dengan partisipan yang tidak merasakan keadilan pajak atas peraturan Pemerintah Nomor 23 

tahun 2018tentang diberlakukannya pph Final 0,5%. Hal ini sejalan dengan pendapat Aktas 

Guzel et al. (2018) keadilan pajak merupakan hal yang penting. Partisipan yang merasakan 

keadilan pajak akan lebih patuh dalam membayar pajak dibandingkan dengan yang tidak 

merasakan keadilan pajak.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipan yang merasakan manfaat pajak 

memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam membayar pajak. Hal ini didiukung oleh 

penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa manfaat pajak merupakan penyebab internal 

yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku 

kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Masruroh & Zulaikha, 

2013). Partisipan yang merasakan manfaat dari membayar pajak tidak akan merasa sia-sia 

menjadi wajib pajak yang patuh karena merasakan manfaat dari pajak tersebut.  

 Sebaliknya bagi partisipan yang tidak merasakan manfaat dari pajak cenderung kurang 

patuh dalam membayar pajak. Berdasarkan pendekatan teori psikologi fiskal ditekankan bahwa 

tidak adanya keuntungan nyata dari manfaat membayar pajak menjadi penyebab hilangnya 

motivasi wajib pajak untuk membayar pajak. (Hasseldine and Bebbington, 1991). Selain itu 

ketidakcukupan dan aksesibilitas informasi mengenai manfaat pajak sesuai kebutuhan dan 

pemaknaan wajib pajak diduga sebagai faktor yang menghambat kesediaan wajib pajak untuk 

patuh membayar pajak (Fitriah et al., 2019). 

Hasil interaksi pada penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi partisipan merasakan 

keadilan pajak UMKM dan merasakan manfaat pajak akan menimbulkan derajat kepatuhan 

yang tinggi dilihat dari rata-rata kepatuhan pajak. Hal ini sesuai dengan dugaan awal dan sesuai 

dengan Teori Psikologi Fiskal yang menyatakan bahwa masyarakat harus mendapatkan bukti 

secara riil bahwa pajak yang dibayarkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Darmayasa et 

al., 2016). Bukti rill ditunjukkan dengan keadilan pajak UMKM yang dirasakan partisipan dan 

manfaat pajak yang dirasakan. 

Hasil interaksi antar sel menunjukkan terdapat perbedaan kepatuhan antara sel dengan 

kondisi merasakan keadilan pajak UMKM dan merasakan manfaat pajak dengan kondisi yang 

tidak merasakan keadilan pajak UMKM dan merasakan manfaat pajak serta kondisi yang tidak 

merasakan keadilan pajak UMKM dan tidak merasakan merasakan manfaat pajak. Namun 

tidak terdapat perbedaan signifikan pada kondisi merasakan keadilan pajak UMKM dan 

merasakan manfaat pajak dengan merasakan keadilan pajak UMKM dan tidak merasakan 

manfaat pajak. Hal ini menunjukkan bahwa bagi partisipan keadilan pajak lebih berperan bagi 

pengambilan keputusan untuk patuh dari pada manfaat pajak. Hal ini terjadi karena keadilan 

pajak UMKM langsung dirasakan oleh pelaku UMKM dengan adanya pengurangan pajak yang 

harus dibayarkan. Sedangkan untuk manfaat pajak dalam penelitian ini adalah manfaat pajak 

tidak langsung seperti pembangunan jalan, jalur kereta api, pembangunan pelabuhan, 

pembangunan bandara, pembiayaan jaminan kesehatan nasional/kartu Indonesia sehat, 

pengembangan pariwisata, dan sebagainya yang tidak dirasakan pelaku UMKM secara 

langsung ketika membayar pajak. 
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Hasil interaksi sel juga menunjukkan pada kondisi tidak merasakan keadilan pajak 

UMKM dan tidak merasakan manfaat pajak menunjukkan perbedaan kepatuhan yang 

signifikan dengan ketiga sel lainnya. Selain itu sel tersebut juga menghasilkan derajat 

kepatuhan paling rendah diantara yang lainnya. 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa level keadilan pajak UMKM dan 

level manfaat pajak memiliki perbedaan tingkat kepatuhan pajak. UMKM yang merasakan 

keadilan pajak dalam hal pembayaran pajak UMKM akan lebih percaya dan cenderung akan 

lebih patuh daripada yang tidak merasakan keadilan pajak. Serupa dengan hal tersebut, pada 

level UMKM merasakan manfaat pajak juga akan cenderung lebih patuh dari pada tidak 

merasakan. Keterbukaan pemerintah mengenai pemanfaatan pembayaran pajak akan 

menimbulkan efek positif terhadap kepatuhan pajak. 

Hasil interaksi menunjukkan keadilan pajak lebih menunjukkan perbedaan yang 

signifikan jika dibandingkan dengan manfaat pajak. Hal ini terjadi karena keadilan pajak 

UMKM langsung dirasakan oleh pelaku UMKM dengan adanya pengurangan pajak yang harus 

dibayarkan. Sedangkan untuk manfaat pajak dalam penelitian ini adalah manfaat pajak tidak 

langsung seperti pembangunan jalan, jalur kereta api, pembangunan pelabuhan, pembangunan 

bandara, pembiayaan jaminan kesehatan nasional/kartu Indonesia sehat, pengembangan 

pariwisata, dan sebagainya yang tidak dirasakan pelaku UMKM secara langsung ketika 

membayar pajak. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk lebih menekankan dan 

memperlihatkan aspek manfaat atau keuntungan langsung dari kepatuhan wajib pajak. 

Sehingga wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajaknya. 
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